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BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 
TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS  

DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME  

DI KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa pengendalian dan penanggulangan penyakit 
Human Immunodeficiency Virus dan Acquired 

Immune Deficiency Syndrome serta akibat yang 
ditimbulkan merupakan langkah strategis yang 

harus dilakukan untuk menghindari dampak yang 
lebih besar di bidang kesehatan, sosial dan 

ekonomi guna pencegahan, penanganan, dan 
rehabilitasi Human Immunodeficiency Virus dan 

Acquired Immune Deficiency Syndrome; 

  b. bahwa perkembangan penyakit Human 

Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune 
Deficiency Syndrome di Kabupaten Temanggung 

terus meningkat jumlah kasus dan wilayah 
penularannya semakin meluas tanpa mengenal 
sosial dan batas usia dengan peningkatan yang 

sangat signifikan, sehingga memerlukan 
penanggulangan secara melembaga, sistematis, 

partisipatif, berkesinambungan, dan komprehensif; 

  c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden 

Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang 

Komisi Penanggulangan AIDS Nasional maka 
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang 
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus 

dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di 
Kabupaten Temanggung sudah tidak relevan lagi 

sehingga perlu diubah; 

 

 

 

 

SALINAN 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 
perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan 

Daerah tentang Penanggulangan Human 
Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune 

Deficiency Syndrome di Kabupaten Temanggung; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841);  

  4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 
21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Human 

Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune 
Deficiency Syndrome di Kabupaten Temanggung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 20); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

dan 

BUPATI TEMANGGUNG  

 

MEMUTUSKAN:  

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 

TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN 
IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE 

DEFICIENCY SYNDROME DI KABUPATEN 
TEMANGGUNG. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan 
Acquired Immune Deficiency Syndrome di Kabupaten 

Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 20) diubah sebagai 

berikut: 
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1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.  

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan 
Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

4. Bupati adalah Bupati Temanggung. 

5. Dihapus. 

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan 

Kabupaten Temanggung.  

7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Temanggung yang selanjutnya disingkat RSUD 

adalah salah satu sarana kesehatan tempat 
menyelenggarakan upaya kesehatan dengan 

memberdayakan berbagai kesatuan personel 
terlatih dan terdidik dalam menghadapi dan 

menangani masalah medik untuk pemulihan dan 
pemeliharaan kesehatan yang baik. 

8. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok 

orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten 
Temanggung.  

9. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat 
IMS adalah infeksi yang dapat menular dan 

ditularkan melalui hubungan seksual yang 
merupakan awal terjadinya HIV. 

10. Penatalaksanaan IMS adalah prosedur penanganan 

pasien yang terkena infeksi menular seksual.  

11. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya 

disingkat HIV adalah Virus penyebab AIDS yang 
digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus 

yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan 
sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam 
cairan tubuh penderita misalnya darah, air mani, 

cairan vagina, dan air susu ibu.  

12. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang 

selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala 
penyakit yang disebabkan oleh HIV yang merusak 

sistem kekebalan tubuh manusia sehingga daya 
tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit 

penyakit infeksi.  
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13. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya 

disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular 
HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun 

yang sudah ada gejala penyakit. 
14. Orang yang hidup dengan pengidap HIV dan AIDS 

yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang 
yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari 

orang yang sudah tertular HIV.  
15. Konseling adalah suatu dialog antara seseorang 

yang bermasalah atau klien dengan orang yang 

menyediakan pelayanan konseling atau konselor 
dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar 

mampu menghadapi permasalahannya dan 
sanggup mengambil keputusan yang mandiri atas 

permasalahan tersebut.  
16. Voluntary Counseling and Testing yang selanjutnya 

disingkat VCT adalah suatu tes darah secara 

sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan 
informed concent melalui gabungan konseling (pre-

test konseling, testing HIV dan post-test konseling) 
yang digunakan untuk memastikan apakah 

seseorang sudah positif terinfeksi HIV dengan cara 
mendeteksi adanya antibodi HIV di dalam sampel 
darahnya.  

17. Tes HIV adalah tes darah yang dilakukan baik 
melalui VCT atau PITC dan dijamin kerahasiaannya 

dengan informed concent melalui gabungan 
konseling (pre-test counseling, testing HIV dan post-

test counseling) yang digunakan untuk memastikan 
apakah seseorang sudah positif terinfeksi HIV 

dengan cara mendeteksi adanya antibodi HIV.  
18. Pencegahan adalah segala bentuk upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat untuk menghindari atau 
mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk 

akibat penyakit.  
19. Rehabilitasi adalah upaya untuk mengembalikan 

pasien ke masyarakat agar mereka dapat hidup 
dan bekerja secara wajar, atau agar tidak menjadi 

beban orang lain. 
20. Care, Support and Treatment yang selanjutnya 

disingkat CST adalah upaya tenaga kesehatan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.  
21. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah 

kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV 
yang dilakukan secara berkala guna memperoleh 

informasi tentang besaran masalah, sebaran dan 
kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk 

perumusan kebijakan dan kegiatan 
penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV 
dilakukan tanpa menyebutkan identitas (unlinked 

anonymous).  
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22. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan 

data tentang perilaku yang berkaitan dengan 
masalah HIV dan AIDS serta dilakukan secara 

berkala guna memperoleh informasi tentang 
besaran masalah dan kecenderungannya untuk 

perumusan kebijakan dan kegiatan 
penanggulangan HIV dan AIDS.  

23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.  

24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang 

selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan 

Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus 
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan 
atas pelanggaran Peraturan Daerah.  

25. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana yang 

terjadi serta menemukan tersangkanya.  

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

27. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada 

alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu 
akan melakukan hubungan seksual dengan 

maksud untuk mencegah penularan penyakit 
akibat hubungan seksual maupun sebagai alat 

kontrasepsi. 

 

2. BAB V dihapus. 

 

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 23 
 

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua 

kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV 
dan AIDS, baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, 

masyarakat maupun sektor usaha. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung.  

 

 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal 21 Februari 2023 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Ttd. 

 

      M. AL KHADZIQ 

 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 21 Februari 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 

 Ttd. 

 

HARY AGUNG PRABOWO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI 
JAWA TENGAH: (3-44/2023) 
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PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 
TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS  

DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME  

DI KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

I. UMUM  

Dalam rangka pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS 

serta akibat yang ditimbulkan dan untuk menghindari dampak yang 
lebih besar di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi maka perlu diatur 

langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk pencegahan, 
penanganan, dan rehabilitasi HIV dan AIDS. 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah dan masyarakat 
bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan 

pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. 

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 
2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, maka 
kepengurusan dan keberadaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) saat 

ini di tingkat Pusat sudah tidak ada, sementara tanggung jawab, tugas 
dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS melekat di Kementerian 

Kesehatan.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Human 

Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di 
Kabupaten Temanggung.  

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal I  

Cukup jelas.  

Pasal II  

Cukup jelas.  

 

AHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR  

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 154 


